ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN

PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA by YUNI FITRIA, NIM. 15340026
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA
SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA





DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H.,M.HUM
PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM





Perkembangan teknologi informasi, media dan komputer yang semakin
luas tanpa batasan-batasannya memberikan dampak positif namun juga dampak
negatif, dimana salah satu dampak negatif dalam penyalahgunannya menimbulkan
bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat yakni
munculnya pelecehan seksual terhadap perempuan yang kian meluas. Tidak hanya
meliputi dunia nyata (kontak fisik) saja, namun juga terdapat dalam media massa
dimana pelecehan seksual di media massa ini masuk dalam kategori tindakan
asusila dan juga dalam bentuk kejahatan seksual terhadap perempuan, karena
pelecehan seksual di media massa merupakan suatu sikap penyerangan terhadap
fisik dan integritas mental psikologis seseorang. Dalam tatanan wilayah sistem
peradilan pidana keadaan tersebut tidak dibarengi dengan peraturan perundang-
undangan yang cukup kuat untuk menanganinya. Kemudian hal yang menarik
perhatian bagaimana kedudukan korban tindak pidana pelecehan ini untuk
mendapatkan sebuah perlindungan dan dalam memperoleh hak-haknya.
Penelitian yang penyusun lakukan menggunakan metode penelitian library
reseach, yang bersifat deskriptif analistis yakni dengan mendiskripsikan pokok-
pokok permasalahan yang muncul pada upaya memberikan perlindungan korban
tindak pidana pelecehan seksual pada perempuan di media massa. Apakah telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangannya atau belum dan mengenai
pemberian hukuman terhadap pelaku yang sudah semestinya atau belum.
Kemudian melakukan analistis ketentuan tersebut menggunakan pendekatan
yuridis normatif untuk menelaah dengan teori penegakkan hukum, perlindungan
hukum dan teori keadilan untuk menelah ketentuan-ketentuan yang
berkaitan,seperti hal nya perundang-undangan yang berhubungan dengan delik
asusila seperti KUHP dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi
dan Elektronik. Serta adanya upaya perlindungan hukum bagi korban merujuk
pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban,
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam KUHP Buku II
Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis Tentang kejahatan terhadap
kessusilaan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi,
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan
Elektronik. Sedangkan upaya perlindungan hukum bagi korban merujuk pada
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
terkendala adanya kekosongan hukum dalam memberikan sebuah perlindungan
hukum bagi perempuan, dimana faktanya masih banyak kekurangan dalam upaya
penegakan hukumnya. Kurangnya keperceyaan terhadap penegak hukum yang
menjadikan salah satu kendalanya dan psikologis dari korban sendiri yang kurang
untuk mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi seorang korban. Terakhir
persoalan yang paling mencolok pada upaya perlindungan hukum bagi korban
mimiliki problem tersendiri dengan didadasari kurangnya kesadaran hukum,
sedikit lemahnya peraturan dan dari sisi korbannya sendiri.
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Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang
bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global, seperti
komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat
namun saat ini komputer merupakan suatu alat bantu yang mampu
melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang juga merupakan suatu alat
yang memegang peranan penting dalam sistem penyimpanan data elektonik.1
Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi, seiring dengan
perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan
kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak
ada dengan semakin modernya suatu masyarakat, maka semakin modern pula
metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya.
Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar
membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana
atau pelanggaran.2
Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan
memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat dibidang sosial dan
ekonomi, yang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara
konvensional untuk sekarang bertransaksi ataupun bersosialisasi secara
elektronik, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien serta perkembangan yang
1 John J Longkutoy, Pengenalan Komputer, (Jakarta: Cendana Mas, 1978), hlm. 34.
2 Abdul Wahid dan Labib Muhammad, kejahatan mayantara (Cyber Crime), (Bandung:
Refika Aditama, 2005), hlm. 103.
2pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga
muncul, provokasi, money loundering, hacking, pencurian software, maupun
perusahaan hardware dan berbagai macam lainnya.
Tingkat kejahatan melalui jaringan internet atau (cybercrime) dalam
bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah
bentuk kejahatan yang terdapat dalam media massa, yakni segala macam
penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal
berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital ini
merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media massa yang marak
terjadi, yakni pelecehan seksual di dalam media massa di mana salah satu
bentuk pelecehan seksual nonverbal yang dialami, dengan mayoritas korban
adalah perempuan.3
Selain itu kejahatan seksual media massa kerap terjadi dan rasanya
sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi salah satunya pelecehan seksual
yang terjadi umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa
menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ada pula
pelecehan seksual yang ditampilkan di media televisi, misalnya iklan untuk
yang menawarkan rokok, minuman penambah energi, obat kuat penambah
tenaga dan semangat lembur bagi lelaki, kondom, serta motor.4 Banyak
produk yang berhubungan langsung dengan perempuan mempergunakan
dunia perempuan, semata untuk menarik perhatian dengan semua saraf
eksploitasi tubuh perempuan yang merendahkan martabat perempuan serta
3 Rohan Colier, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas,
(Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), hlm. 4
4 Burhan Bungin, Pornomedia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 99
3memberikan contoh pelecehan seksual terhadap perempuan. Akan tetapi tidak
diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbanginya sehingga sulit
untuk mengendalikannya, dimana pemerintah dengan perangkat hukumnya
belum mampu mengimbangi Teknik Kejahatan yang dilakukan dengan
teknologi komputer khususnya jaringan internet (internetwork).5
Pelaporan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan
didalam media teknologi dan informasi saat ini terkendala dengan berbagai
faktor salah satunya korban akan menerima cibiran lebih keras ketimbang
pelakunya kemudian dipertanyakan cara berpakaian dan perilakunya, kedua
hal inilah yang menjustifikasi alasan perempuan tersebut menerima pelecehan
seksual, dengan perempuan yang angkat bicara atas apa yang dialaminya
dianggap hanya mencari perhatian dan dianggap melontarkan kebohongan
dan setiap ada kejadian pelecehan seksual  tidak sedikit perempuan maupun
laki-laki yang merasa korban tidak perlu membagikan ceritanya. Oleh karena
itu peran dan kepentingan korban merupakan pertimbangan penegak hukum
dalam praktek penegakkan hukum, khususnya tahap aplikasi ketentuan
hukum pidana, jenis dan ukuran berat-ringannya pidana yang akan dikenakan
pada pelaku sangat dipengaruhi oleh cara dan motivasi pelaku dalam
mewujudkan kejahatannya, suatu kejahatan pidana dapat terungkap oleh
adanya laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat.
Harapan aparat agar korban atau warga masyarakat untuk melaporkan
atau mengadukan kejahatan yang terjadi seringkali hanya menjadi harapan
5 Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan
Berteknologi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 1.
4kosong karena korban atau warga masyarakat lebih memilih untuk melakukan
gerakan tutup mulut dan tidak merespon harapan aparat tersebut adapun yang
melatarbelakangi sikap korban atau warga masyarakat tersebut, yakni
kurangnya pengetahuan bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi
korban. Kemudian rasa malu yang dialami oleh korban kejahatan
menimbulkan penderitaan psikis yang hingga pada tahap depresi, apalagi jika
kejahatan yang terjadi dianggap telah menginjak-injak harga diri yang
membuat korban cenderung menyimpan peristiwa dialaminya untuk dirinya
sendiri. Melaporkan atau mengadukan kejahatan yang dialaminya dianggap
sebagai publikasi yang membuat semua orang mengetahui bahwa korban
telah diinjak-injak martabatnya oleh pelaku, perasaan malu pada diri korban
tersebut dalam banyak hal berkaitan erat dengan adanya stigma masyarakat
terhadap korban kejahatan-kejahatan tertentu.
Pelaku kejahatan pada umumnya tidak menghendaki adanya resiko dari
perbuatannya namun tindakan korban untuk melaporkan atau mengadukan
kejahatan yang terjadi kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai suatu
ancaman. Oleh karena itu, korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang
dialaminya dikarenakan rasa takut yang timbul terhadap pelaku akibat adanya
sebuah ancaman dan rasa kepercayaan terhadap bekerjanya aparat penegak
hukum itu tidak terlepas dari pengamatan dan penilaian masyarakat. Satjipto
Rahardjo, mengatakan bahwa konstruksi pemikiran menempatkan hukum
sebagai bidang tersendiri dalam masyarakat untuk digarap mengandung
konsekuensi adanya hak warga masyarakat untuk menguji kesalahan
5ketentuan-ketentuan hukum dan jika hasil kinerja aparat dianggap
bertentangan dengan harapan masyarakat maka bukan mustahil kepercayaan
masyarakat runtuh.6Penderitaan yang dialami diterima sebagai nasib yang
tidak dapat diubah karena ketika korban memutuskan untuk melaporkan atau
mengadukan tindak pidana yang di alami kepada aparat penegak hukum
dalam hatinya juga terbesit keinginan untuk membalas penderitaan atau
kerugian yang di alami terhadap pelaku.7
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik pasal 27, 28, 45 (1, 2) menjelaskan tentang kejahatan
teknologi informatika dalam bentuk tindak kejahatan seksual dalam media
massa dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dalam bentuk
instrument perlindungan khusus, dalam penegakkan kasus pelecehan seksual
ini mengalami beberapa kendala dalam hal pembuktian dan pemecahan kasus
untuk mengungkap kejahatan.8 Usaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian
dalam kasus ini terkendala  kesadaran hukum, menurut psikolog dan advokat
untuk korban pelecehan seksual, Beverly Engel, dalam tulisannya di Psych
Central, ada empat alasan mengapa ada banyak perempuan yang enggan
melaporkan kasusnya ke pihak berwajib dikarenakan adanya penyangkalan
bahwa mereka sebagai korban pelecehan seksual tidak menyadari apa yang
dilakukan seseorang itu sebagai pelecehan seksual dikarenakan faktor
6 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm.
275
7 G Widiartana, Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan,
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm. 134.
8 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 27,28, 45 (1, 2) Menjelaskan
tentang kejahatan Teknologi Informatika.
6ketidaktahuan, adanya ketakutan akan konsekuensi apalagi terkadang korban
mengenal pelaku pelecehan seksual tersebut seperti dari faktor keluarga,
teman, maupun lingkungan dekatnya dengan korban yang kebanyakan
perempuan mungkin masih malu untuk melaporkan, apalagi kalau pelecehan
seksual yang ekstrem yang mengakibatkan rasa malu pada korban
dikarenakan hal yang berhubungan dengan seksualitas di masyarakat kita
masih tabu didukung dengan fenomena menyalahkan korban yang mayoritas
perempuan masih terjadi karena standar ganda nilai moral, perempuan dinilai
sebagai sosok yang harus menjaga moral, perilaku, dan beragam pandangan
lainnya. Sehingga saat perempuan mengungkapkan pengalaman pelecehan
seksualnya, hal itu tak lantas dapat langsung diterima dimasyarakat.
Kemudian tidak dapat dipungkiri lagi, kejahatan kesusilaan semakin
banyak dan beragam, manusia kadang-kadang gagal untuk mencegah dirinya
dari kecenderungan berbuat deviatif (menyimpang)  dan jahat karena
kepentingan tuntutan biologis, kompetisi prestise, status dan harga diri.
Seksualitas perempuan rentan terhadap perlakuan driskriminatif dan
kekerasan hampir tidak dapat dipercaya bahwa pelaku kekerasan merupakan
orang yang terdekat, pelecehan terhadap perempuan ini paling tinggi terjadi di
ranah personal. Artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah
(ayah, kakek, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun
relasi intim (pacaran) dengan korban.9
9 Shopia Siti, https://m.hukumonline.com, Persoalan Kemanusiaan, 2013. Akses 23
Maret 2019.
7Diskriminasi terhadap perempuan melalui gambar, suara, dehumanisasi
perempuan sebagai obyek seks dan barang dagangan merupakan bentuk
kekerasan terhadap perempuan dimana hak-hak sipil perempuan dianggap
secara sistematis dengan mayoritas perempuan sebagai korban pelecehan
seksual akibat ketidaksetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana
perempuan didominasi oleh laki-laki. Para penegak hukum sering tidak
berpihak kepada korban perempuan, bukan saja karena ketidakpahaman dan
ketiadaan perspektif perempuan dikalangan para penegak hukum, tetapi juga
struktur dan prosedur yang ketat mengahalangi para penegak hukum untuk
membuat terobosan interprestasi baru, meskipun demi persoalan kemanusiaan
sekalipun.
Indonesia dengan perkembangan teknologi internetnya yang semakin
meningkat baik teknlogi dan penggunaannya yang membawa dampak postif
dan negatif, tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri karena
banyak manfaat dan kemudahan yang di dapat dari teknologi ini, namun tidak
dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah menjadikan kejahatan
yang semua bersifat konvensional, seperti pengancaman, pencurian, dan
penipuan kini dapat dilakukan dengan media komputer secara online dengan
resiko tertangkap yang sangat kecil yang lebih dikenal dengan istilah cyber
crime. 10
10 Ach. Tahir, Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penganggulangannya),
(Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2016), hlm. 2.
8Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perempuan
Korban Pelecehan Seksual di Media Massa.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis, antara lain :
1. Bagaimana kedudukan korban tindak pidana pelecehan seksual di media
massa menurut hukum pidana di Indonesia ?
2. Apakah korban pelecehan seksual di media massa telah dipenuhi hak-
haknya ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam masalah diatas
maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan korban sebagai
korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa.
b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah terpenuhinya
hak-hak korban pelecehan seksual di media massa dalam prespektif
hukum pidana.
92. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
a. Manfaat teoritis
Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran ilmiah
dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada
umumnya, dan pengkajian yang menyangkut kejahatan tindak pidana
pelecehan seksual dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani
tindak pidana pelecehan seksual.
b. Manfaat praktis
Bagi praktisi hukum penelitian dapat menjadi bahan masukan
bagi praktisi hukum mengenai faktor penghambat dalam pemberian
perlindungan hukum bagi korban pelapor tindak pidana pelecehan
seksual dalam media massa.
c. Bagi masyarakat
Masyarakat diharapkan dapat mengambil manfaat dari
penelitian ini, yaitu sebagai acuan dan masukan untuk dapat
memiliki kesadaran hukum sehingga berperan aktif dalam
penegakkan hukum Indonesia.
d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan  pertimbangan




Telaah pustaka merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian
sebelumnya dengan variable yang sama dengan fokus kajian yang berbeda
dalam penelitian ini, berikut beberapa judul penelitian yang terkait dengan
tema yang sedang dikaji yang kemudian dijadikan referensi penyusun dalam
menyusun penelitian ini.
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ruri Fatimansari dengan judul
penelitian “Tinjauan Victimologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di
Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2011-2013)” membahas tentang tindak
kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan, dalam penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui peranan anak sebagai korban kejahatan pencabulan di
Kabupaten Maros dan bagaimana upaya-upaya pencegahan dan
penanggulangan kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros serta kendala-
kendala yang dialami oleh kepolisian di kapubaten maros, dalam skripsi ini
sama yang penyusun angkat terkait tinjauan victimologi akan tetapi subyek
nya berbeda dan penyusun mengkaji tentang tindak pidana pelecehan seksual
di media massa.11
Kedua, skripsi karya Afarauzy Sofyan dengan judul “Pelecehan Seksual
Didunia  Maya  Dalam  Perspektif  Hukum Islam Dan Hukum Positif Di
Indonesia” membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam dan positif
memandang pelecehan seksual di dunia maya sebagai kejahatan asusila dan
mengandung unsur kekejian dimana dalam skripsi ini mempunyai kesamaan
11 Ruri Fatimansari, “Tinjauan Victimologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di
Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2011-2013)”, Skripsi Fakultas Hukum Univeritas
Hasanuddin Makassar 2015
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dengan yang penyusun angkat, yakni terkait kejahatan tindak pidana
pelecehan seksual didunia maya, akan tetapi penyusun mencoba mengkaji
dari tinjauan victimologi jelas berbeda dengan yang penyusun angkat.12
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dida Rachma Wandayati dengan judul
“Kebijakan Dan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Proses Pembuktian Bagi
Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman” membahas
tentang suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sleman
dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk
Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Dalam kekerasan untuk menangani pelecehan seksual, didalam skripsi ini
mempunyai persamaan dengan yang penyusun angkat yakni terkait dengan
penegakkan hukum bagi perempuan sebagai korban pelecehan seksual, akan
tetapi berbeda dalam hal jenis tindak pidana yang diangkat karena penyusun
mengkaji bentuk pelecehan seksual serta mengkaji dari prespektif yang
berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula.13
E. Kerangka Teoritik
1. Penegakkan Hukum
Penegakkan hukum di Indonesia terkandung dalam ”pembukaan”
ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
12 Afarauzy Sofyan, “Pelecehan Seksual Didunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2017.
13 Dida Rachma Wandayati, “Kebijakan Dan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Proses
Pembuktian Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman”, Skripsi thesis,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12
kemanusian yang adil dan beradab, oleh karena itu mewajibkan
pemerintah untuk menegakkan hukum berdasarkan hukum normatif dan
norma hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat selain
itu karena Negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Ketuahan
Yang Maha Esa maka penegakkan hukum harus pula didasarkan kepada
norma dan aturan hukum dan ketentuan hukum.
Penegakkan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu,
sebagai bentuk keyakinan yang dipotong oleh doktrin hukum, bahwa
setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, maka
sebagai negara yang menjungjung tinggi hukum dimana hukum itu salah
satunya adalah Undang-Undang maka sudah sewajarnya, Negara
Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat dan
segala aspek perikehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Muladi
dan Barda Nawawi Arief, pengertian penegakan hukum pidana dapat
dikatakan fungsional hukum sebagai upaya untuk membuat hukum
pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara
konkrit. Berdasarkan dari pengertian tersebut Muladi menyatakan:
Fungsionalisasi atau proses penegakkan hukum pidana pada umumnya
melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor
perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor
kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan
komponen sistem hukum, yaitu aspek substansi, aspek struktur, aspek
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budaya hukum maka suatu penegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh
ketiga faktor tersebut.14
Pengaturan dalam KUHP Buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai
dengan 303 bis Tentang kejahatan terhadap kessusilaan dan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
Sedangkan upaya perlindungan hukum bagi korban merujuk pada
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban begitu jelas pengaturannya untuk membantu dalam upaya
penegakkan hukum.
2. Perlindungan Korban
Perlindungan korban dilatarbelakangi adanya perspektif dari
keadilan restoratif pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan
dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam
sistem peradilan pidana, pergeseran ini telah membawa cara pandang
baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai
berikut.15
a. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau
penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan
pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya
ada diri korban.
14 Barda Nawawi Arief, Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya
Bakti 2002), hlm 54.
15 Mudzakir, Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana
dan Kriminologi XI, (Surabaya 14-16 maret, 2005), hlm. 28.
14
b. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar
kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama
dan utama dari kepentingan publik, kejahatan merupakan konflik
antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian
dari kepentingan publik.
c. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran
hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung),
masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
d. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana
penyelesaian konflik.
e. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar
adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan
tanggungjawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat
akibatnya.
f. Korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan
pidana bersifat aktif.
Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana telah
membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban
yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban
kejahatan, atau pihak pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.
Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP
sebagai sumber hukum materil, dengan menggunakan KUHAP sebagai
hukum acara. Didalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka
15
daripada mengenai korban.16Pengkajian terhadap perlunya perlindungan
terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi yaitu, proses
pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkret.
Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang yang sesuai
dengan azas legalitas, yaitu poena dan crimen harus ditetapkan terlebih
dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana.
Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan
pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga
pemasyarakatan, dan sebagainya) dengan ini terkandung tuntutan moral,
dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak, dan keterkaitan
sosiologis dalam rangka hubungan antar manusia dalam masyarakat.
Hubungan korban dengan kejahatan pada umumnya dikatakan
bahwa pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan, pihak
tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan
kemudian pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Kerugian yang
sering diterima atau diderita korban misalnya fisik, mental, ekonomi,
harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi,
tipologi korban dan sebagainya.
3. Teori Keadilan
Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak
berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang sepatutnya tidak
16 Angkasa, Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, UNDIP,
Semarang, 2014, hlm 169-172.
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sewenang-wenang.17Pengertian keadilan berisikan sebuah tuntutan agar
orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.
Keadilan semacam itu adalah kebajikan atau keutamaan dalam arti tanpa
syarat tetapi dalam hubungan dengan orang-orang disekitar kita keadilan
dianggap sebagai nilai yang tertinggi diantara keamanan yang lainnya
karena keadilan merupakan praktik dari kebajikan yang lengkap, keadilan
dianggap sebagai kebajikan yang paling baik karena hubungan dengan
orang lain dalam arti bermanfaat untuk orang lain.
Membahas keadilan memiliki macamnya ada keadilan sebagian
(partial justice) atau tindakan keadilan sebagai keadilan dalam distribusi
atau pembagian, ada juga tindakan adil sebagai pembenaran, keadilan ini
adalah suatu jalan tengah antara kehilangan dan tambahan, kemudian ada
tindakan adil sebagai resiprositas dalam kehidupan ekonomi Negara,
orang yang mempercayai kaum phytagorean bahwa adil dalam arti tanpa
syarat adalah tindakan saling atau resiprocity adil dalam arti ini
mengandung ikatan yang mengikat hubungan bersama atau resiprositas
dalam arti menyangkut (proposisi dan tidak dalam arti kesamaan yang
tepat sebagai gantinya).18
Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan
keadilan komutatif dimana keadilan distributif merupakan keadilan yang
menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi
sifatnya proposional dapat dikatakan yang dinilai adil adalah apabila
17 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2001), hlm, 517.
18 The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002)
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setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proposional.
Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian
hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam
arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.
Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi
(undivided goods) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan,
fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan
berbagai hak lain dimana warga negara atau warga masyarakat dapat
menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses
penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habs dibagi (divided
goods) yaitu hak-hak atau benda-benda yang ditentukan dan dapat
diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan
keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang
dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana
terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati
dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial
bagi masyarakat.
Sebaliknya keadilan komutatif, yakni keadilan yang menegakan
kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan seseorang dengan yang lainnya
kemudian dari keadilan komutatif ini muncul tiga prinsip yang harus
dipegang teguh:
a. Prinsip no harm, tidak merugikan atau melanggar hak orang lain
dalam prinsip ini ada tiga poin yang penting yakni keadilan tidak
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hanya menyembuhkan orang-orang yang terlanggar haknya, tetapi
juga mencegah terjadinya pelanggaran hak, pemerintah dan rakyat
saling menjaga haknya dan pemerintah tidak boleh melanggar hak
rakyatnya dengan menjalankan pemerintahan yang tidak adil, ketidak
berpihakan atau impartiality semua sama dihadapan hukum karena
tidak ada yang namanya starata sosial atau hierarki.
b. Prinsip non intervention, tidak boleh ada intervensi pada pasar bebas
dan kegiatan ekonomi sosial semua berjalan secara alamiah yang
pada akhirnya mencapai keseimbangan tanpa campur tangan.
c. Prinsip keadilan tukar, ada dua macam harga yakni harga alamiah dan
harga pasar dimana harga alamiah adalah biaya yang dikeluarkan
selama produksi tanpa berupa upah buruh, sewa, dan keuntungan bagi
pemilik modal sedangkan harga pasar ialah harga transaksi dalam
perdagangan pasar.
Keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak
yang adil diantara beberapa manusia dengan individu yang setara baik
fisik maupun non fisik tanpa melihat perserikatan atau perkumpulan,
maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam
pengertian keadilan komunitatif.19
19 John Rawls, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (Judul asli A Theory of Justice). Terjemahan Uzair Fauzan
dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
19
F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan
skripsi ini dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan (library research), dimana permasalahan
digambarkan dengan didasari data-data yang terdapat dalam literatur atau
dokumen, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengambil suatu
kesimpulan.20Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data
dalam penelitian ini merupakan sumber data dalam penelitian ini
merupakan sumber data kepustakaan.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan uraian data yang
terkumpul dan kemudian menganalisis. Analistis dengan cara menelaah
dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan
berkaitan dengan penelitian dengan  penelitian dengan tujuan untuk
mengolah data supaya didapat suatu informasi.
3. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif yang biasanya terdiri dari penelitian
terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf
20 Imam, Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta : Bumi
Aksara. 2016), hlm. 23.
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singkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan
hukum.
4. Sumber Data
Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan
beberapa metode, baik yang bersifat alternatife maupun kumulatif yang
saling melengkapi. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan data primer antara lain peraturan Undang-undang No.11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-
undang No.4 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang No.13
Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan KUHP. Selain
itu terdapat sekunder berupa buku, artikel, jurnal atau koran-koran yang
berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, data tersier berupa kamus dan
eksklopedia yang berkaitan dengan pelecehan seksual di media social
untuk digunakan dalam rangka menyusun skripsi ini.
5. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah :
a. Penelitian kepustakaan
Pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari,
menganalisis, dan mengkaji buku-buku hukum, perundang-




Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan
sebagainya.
6. Metode Analisis Data
Data dari hasil penelitian penulis di analisa dengan menggunakan
teknik kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati, menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan
fakta-fakta yang ada yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang
lain, untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penulisan ini terbagi dalam beberapa
bab yang terdiri dari sub sub bab, dan masing-masing memiliki keterkaitan
satu sama lainnya sehingga membentuk suatu karya tulisan yang utuh yang
mudah untuk dipahami.
Untuk memberikan gambaran awal maka pada Bab satu merupakan bab
pendahuluan skripsi ini yang didalamnya terdapat latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab kedua berisi tentang korban dan sub bab mengenai pengertian
korban, tipologi korban, dan hak dan kewajiban korban.
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Bab ketiga berupa pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya dan
bab kejahatan seksual, bentuk-bentuk kejahatan seksual, dan sanksi bagi
pelaku tindak pidana kejahatan seksual.
Bab keempat berisi analisis terhadap perempuan sebagai korban dalam
kejahatan seksual di media massa dengan terdapat sub-sub didalamnya yakni,
pengertian Media Massa sebagai sarana tindak pidana kejahatan seksual,
bentuk tindak pidana kejahatan seksual melalui media massa dan
perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa
menurut Hukum Pidana di Indonesia.





Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh
penyusun terhadap tindakan pelecehan seksual di media massa yang terjadi di
Indonesia yang terdapat di dalam KUHP buku II bab XIV, Undang-undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27, 28, 45 (1, 2) dan UU Pornografi,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kedudukan korban sebagai korban pelecehan di media massa yakni
sebagai korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling
menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh
perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku
kejahatan. Pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan akan
tetapi kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali padahal
masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya
berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban. Asas-asas
hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua
mengedepankan hak-hak tersangka paling tidak terdapat sepuluh asas yang
dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warganegara
dalam proses hukum yang adil
2. Pemberian hak-hak korban pelecehan di massa ini memiliki problem
tersendiri kalau kita bandingkan dengan KUHP, di dalam KUHP ada
penggolongan kesusilaan, kalau kita selalu merujuk kepada KUHP tentu
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ada bahayanya, ketika penggunaan UU ITE dan merujuk pada KUHP,
maka akan menimbulkan ketidakadilan., kemudian kurangnya kesadaran
bagi setiap warga negara untuk melaporkan bahwa telah terjadinya suatu
tindak pidana melalui media massa, masyarakat cenderung bersikap diam
terhadap kejahatan ini.
B. Saran
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini
masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dari segi subtansi maupun
teknik penulisannya sehingga masih jauh dari kata sempurna. Berdsarkan
beberapa pertimbangan, maka penyusun memberikan saran, yaitu:
1. Penerapan sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan
mampu memberikan perlindungan bagi segenap warga negara dimana
kepentingan rakyat haruslah dikedepankan selain penerapan asas kepastian
hukumnya, mempertegas ketentuan yang secara konkrit dalam
memberikan perlindungan korban.
2. Masyarakat juga harus menyadari dan mencegah sejak dini terutama mulai
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13 Jam, Inilah ...
Tribunnews.com
YouTube - 7 Jul 2019
Gara-gara Kasus Ikan Asin, Putra Galih Ginanjar Di-bully
https://www.matamata.com › seleb › 2019/07/18 › berpose-duck-face-sele...
18 Jul 2019 - Gita Savitri geram dengan ulah salah satu netizen di kolom
komentarnya.
Alami Pelecehan, Begini Pengakuan Gita Savitri hingga ..
https://style.tribunnews.com › Seleb › Indonesia
1 Jun 2018 - YouTuber Gita Savitri menuliskan klarifikasi soal masalah yang
sedang ia hadapi melalui akun Instagramnya, @gitasav, Kamis (31/5/2018).
Gita Savitri Alami Pelecehan, Pengakuannya Bawa Nama ...
https://palembang.tribunnews.com › Seleb › Gosipi
1 Jun 2018 - Gita Savitri Alami Pelecehan, Pengakuannya Bawa Nama Helmi
Sampai Berbuntut Panjang, Jadi Tranding!
Cerita Youtuber Gitasav Dilecehkan di Medsos, Malah Di ...
https://wolipop.detik.com › entertainment-news › cerita-youtuber-gitasav-d...
7 Jun 2018 - Youtuber Gita Savitri pernah mendapatkan pelecehan seksual secara
online seperti ... Gita Savitri kerap mendapatkan pelecehan di medsos. ... Kata
Wani
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